ABSTRAK

Rizki Fadillah, 2022, Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
124/PHP/.GUB XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 ditinjau
dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu. Skripsi, Prodi
Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari
Banjarmasin, Pembimbing | Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, dan
Pembimbing Il Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Putusan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu penanda penting
demokrasi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pemilihan umum yaitu pemilu
legeslatif dan pemilu eksekutif, undang-undang juga mengatur pemilihan ditingkat
lokal, yakni pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam
pelaksanaan Pemilu, terdapat asas dan prinsip yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaanya, asas pemilu vyaitu Luber dan Jurdil, sedangkan prinsip
penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Majelis hakim
dalam putusannya Nomor 124/PHP/.GUB-XI1X/2021 tentang Sengketa Pilgub
Kalsel 2020 menyatakan untuk mengabulkan sebagian permohonan perkara yang
dimohonkan oleh paslon nomur ururt 2 untuk dilakukan PSU pada 7 kecamatan di
3 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi terhadap putusan Nomor 124/PHP/.GUB-XI1X/2021 tentang sengketa
pilgub kalsel serta menganalisinya terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan
pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research), sifat penelitian normatif ini menggunakan penelitian kualitatif.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan
hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, terhadap Putusan sengketa Pilgub Kalsel 2020
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada asas pemilu Langsung, umum,
bebas,r ahasia, jujur dan adil yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan
berdasarkan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Beberapa pelanggaran yang dialkukan oleh
penyelenggara pemilu juga tidak sesuai dengan prinisp penyelenggaraan pemilu
yang seharusnya menjadi pegangan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan
tugasnya yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.



